BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Ketika manusia
merasakan sakit maka, mereka akan melakukan upaya ' untuk mendapatkan
kesembuhan, melalui konsultasi dengan dokter dan/atau dokter gigi yang
(“Dokter”). Usaha dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan Dokter salah satunya
bertujuan untuk memberikan kesembuhan bagi pasien. Oleh sebab itu Dokter
dituntut menjalankanprofesi dengan profesional serta sesuai dengan Standar
Prosedur Operasional (“SPO”).t

Hubungan antara Dokter-dengan pasien membentuk hak dan kewajiban dari
kedua belah pihak sehingga, menimbulkan suatu hubungan hukum antara Dokter
dengan pasien yang terdapat dalam -perjanjian terapeutik.?2 Kewajiban seorang
Dokter salah satunya; yaitu-memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPO,
sedangkan hak dari Dokter, yaitu-memperoleh imbalan atas jasa pelayanan yang
telah diberikan. Salah satu kewajiban dari pasien, yaitu mematuhi nasihat dan
petunjuk Dokter, kemudian pasien mempunyai hak untuk menolak tindakan medis
yang akan diberikan oleh Dokter.® Perjanjian terapeutik antara Dokter dengan

pasien bentuknya adalah perjanjian upaya atau inspanning verbintenis. Karena

! pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang
Standar Pelayanan Kedokteran

2 M Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan edisi 3, (Jakarta: EGC, 1999), hal. 39
3 Pasal 50-51, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran



Dokter tidak memberikan jaminan untuk dapat menyembuhkan pasien, tetapi yang
dapat dipertanggungjawabkan adalah upaya atau usaha maksimal dari Dokter dalam
melakukan upaya medis.* Objek dari perjanjian teraupetik, yaitu pelayanan medis
atau upaya penyembuhan.

Dokter berperan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat terdiri atas pelayanan kesehatan
perseorangan yang ditujukan untuk dapat menyembuhkan suatu penyakit dan dapat
memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga, dan pelayanan kesehatan
masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, juga meningkatkan kesehatan, serta
dapat mencegah penyakit suatu kelompok maupun masyarakat. Pelayanan
kesehatan tersebut meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.> Masing-masing-pihak yang memberikan pelayanan atau
medical provider, maupun -pihak yang menerima atau medical receivers,
mempunyai hak serta kewajiban yang harus dihormati.

Dokter ‘mempunyaikewajiban- untuk .melakukan diagnosis, pengobatan
maupun tindakan-medis yang terbaik- menurut SPO,akan tetapi di pihak lain pasien
juga mempunyai hak untuk menentukan jenis pengobatan atau tindakan medis bagi
diri pasien. Sebagai pengemban profesi, Dokter merupakan orang yang memiliki
keterampilan dan juga keahlian dalam bidang kedokteran yang secara mandiri
dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan

pelayanan kesehatan. Seorang Dokter harus mampu memutuskan sendiri tindakan

4 Agus Budianto dan Gwendolyn Inggrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam
Perspektif Perlindungan Konsumen, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), hal. 47
5 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



apa yang harus dilakukan dalam melaksakan profesinya, serta secara pribadi harus
bertanggung jawab atas mutu dari pelayanan yang diberikan.

Dari segi hukum, hubungan antara pasien dengan Dokter termasuk dalam
ruang lingkup hukum perjanjian karena adanya kesanggupan dari Dokter untuk
mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien.® Oleh sebab itu, apabila dalam
menjalankan profesinya seorang Dokter tidak dapat profesional dan menjalankan
amanat dari undang-undang, maka akan dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien,
sehingga Dokter tersebut tidak hanya dapat dianggap melakukan suatu pelanggaran
amanat undang-undang, melainkan juga terdapat pelanggaran disiplin kedokteran
dan kode etik. Undang-undang mengamanatkan kepada seorang Dokter agar
meminta persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis, namun
apabila seorang Dokter telah melakukan tindakan medis sebelum mendapatkan
persetujuan tersebut, maka Dokter dapat dianggap telah melakukan perbuatan
melawan hukum (“PMH”).

Karena adanya kebutuhan- terhadap:hukum medis, maka norma-norma
hukum yang telah-ada-dicantumkan-dalam bentuk-peraturan-peraturan perundang-
undangan di bidang hukum Kkesehatan, baik yang mengatur etik dari profesi
kedokteran salah satunya seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”)
yang ditugaskan menangani permasalahan dalam etik di bidang hukum kesehatan,

dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”’) yang bertugas

¢ Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Rineka Cipta,
2005), hal. 6



menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam
penerapan disiplin profesi kedokteran.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 (“Permenkes 2052/2011”) menjelaskan bahwa,
praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan
hubungan kepercayaan antara Dokter dengan pasien dalam upaya pemeliharaan
kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan pengakit, dan
pemulihan kesehatan. Upaya maksimal tersebut merupakan usaha pengabdian
profesi kedokteran yang harus dilakukan Dokter dalam penyembuhan dan
pemulihan ‘kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi,
standar prosedur operasional (SPO) dan kebutuhan medis pasien. Selain dengan
peraturan perundang-undangan di atas, seorang Dokter juga harus berpedoman
kepada Kode Etik Kedokteran Indonesia..Dengan adanya serangkaian peraturan
perundang-undangan mengenai medis yang diharapkan dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dengan baik dan patut,
namun kenyataannya tujuan-—tersebut -masih-belum hisa terealisasi. Peraturan
perundang-undangan masih belum bisa mencegah terjadinya PMH di bidang
pelayanan medis yang kerap terjadi di masyarakat.

Kedudukan pasien pada mulanya hanya sebagai salah satu pihak yang
bergantung pada Dokter dalam menentukan bagaimana cara penyembuhan, telah
berubah menjadi pihak yang sederajat dengan Dokter.” Dengan adanya perubahan

pandangan antara hubungan pasien dan Dokter, yaitu hubungan kesederajatan,

" Agus Budianto dan Gwendolyn Inggrid Utama, Op.Cit., hal. 47



maka pasien mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Hak dari pasien di antaranya, yaitu memberikan persetujuan atau
menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap
penyakit yang dideritanya. Selain hak yang dimiliki, pasien juga mempunyai
kewajiban salah satunya, yaitu memberikan informasi yang jujur, lengkap dan
akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah
kesehatannya.®

Dalam melakukan tindakan medis, Dokter harus meminta persetujuan dari
pasien.® Selain oleh pasien, persetujuan juga dapat diberikan oleh keluarga terdekat,
setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan Dokter terhadap
pasien.® Sebelum meminta persetujuan terlebih dahulu Dokter harus memberikan
informasi atau penjelasan kepada pasien secara baik, jelas dan rinci hingga pasien
mengerti dan memahami penjelasan ‘tersebut yang pada akhirnya pasien akan
memberikan persetujannya. Persetujuan yang dimaksud disebut sebagai informed
consent, yaitu suatu-persetujuan yang-diberikan oleh pasien atau keluarganya
setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya
serta segala risikonya.

Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
290/MENKES/Per/111/2008 (“Permenkes” 290/MENKES/Per/111/2008) tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang dimaksud informed consent adalah

& Pasal 26 Huruf d, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah
Sakit dan Kewajiban Pasien

9 Pasal 2 ayat 1, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/I11/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran

10 Pasal 1 ayat 1, Ibid.



persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang
akan dilakukan terhadap pasien. Informed consent tersebut dapat diberikan secara
lisan maupun tertulis, akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor
290/MENKES/PER/111/2008 dikatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang
mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditanda
tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan yang dalam hal ini, yaitu pasien
atau keluarga pasien. ldealnya bahwa isi informasi tersebut harus disampaikan
secara jujur dan lengkap kepada pasien, baik diminta maupun tidak. Namun,
sayangnya informasi yang ideal tersebut dalam praktik tidak selalu ditemukan
dalam pelayanan kesehatan.

Melalui informasi yang telah disampaikan oleh Dokter, pasien telah
mengetahui risiko medik yang akan dialami setelah adanya upaya medis. Meskipun
terdapat informed consent yang telah diberikan oleh pasien, Dokter bukan berarti
bebas dari tuntutan, apabila telah-melakukan kelalaian.yang mengakibatkan adanya
kerugian bagi pasien.*'-Kerugian yang-dialami-oleh pasien akibat tidak adanya
penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter, maupun tidak
terdapat informed consent atau persetujuan dari pasien tersebut atas tindakan yang
diberikan, maka pasien tersebut dapat meminta pertanggung jawaban, dan dapat
dikatakan bahwa Dokter tersebut telah melakukan PMH. Selain itu Dokter juga

dapat dianggap melakukan malapraktik.

11 pasal 6, Ibid.



Kata “malapraktik” merupakan istilah yang sering digunakan oleh
masyarakat dan media massa. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI
mendefinisikan malapraktik sebagai praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, atau
menyalahi undang-undang dan/atau menyalahi kode etik. Namun Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran (“Undang-Undang Praktik
Kedokteran”) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter,
yaitu “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan
Dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis
kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Norma tersebut
hanya memberikan ‘suatu dasar hukum untuk dapat melaporkan Dokter ke
organisasli profesinya apabila terdapat indikasi tindakan Dokter yang menimbulkan
kerugian, tetapi bukan sebagal dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan
Dokter. Secara umum malapraktik dalam bahasa Yunani berasal dari kata “mal”
yang berarti ‘“‘salah”, “cacat” atau “buruk” dan “praktik” mempunyai arti
“pelaksanaan™ atau “tindakan”, sehingga malapraktik berarti “pelaksanaan atau
tindakan yang -salah”. Sebenarnya —malapraktik ~merupakan bentuk medical
malpractice, yaitu medical negligence yang dalam bahasa Indonesia disebut
kelalaian medik.?

Beberapa ahli mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian dari
malapraktik di antaranya, yaitu:

Adami Chazawi mengatakan bahwa malapraktik yaitu dokter sebagai

seorang dokter atau orang yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja
atau kelalaian melakukan perbuatan aktif maupun pasif dalam praktik

12 Bambang Heryanto, “Malapraktik Medis dalam Perspektif Hukum ”, Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hal. 154



kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar
profesi maupun melanggar hukum.®

Malapraktik adalah setiap sikap tindakan yang salah, atau kekurang
terampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah tersebut umumnya
digunakan terhadap sikap atau tindakan dari para dokter, pengacara dan
akuntan. Kegagalan dalam memberikan pelayanan profesional dan
melakukan keterampilan dan kepandaian pada tingkat yang wajar di dalam
masyarakat oleh teman sejawat rata-rata dari profesi tersebut, sehingga
mengakibatkan'luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan
tersebut. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah,
kurang keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau
kewajiban' hukum, praktek yang buruk atau ilegal dan/atau sikap
immoral.”*

Dalam upaya pelayanan kesehatan, selain.malapraktik juga terdapat istilah
risiko medik. Berbeda dengan malapraktik, yang dinamakan risiko yaitu
ketidakpastian dan kemungkinan akan terjadinya kerugian. Keadaan yang disebut
risiko medik adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki terjadi baik oleh pasien
maupun oleh Dokter. Meskipun Dokter semaksimal mungkin dengan telah
memenuhi standar profesi, standar /pelayanan medis, dan standar prosedur
operasional namun kecelakaan tetap terjadi. Risiko atau kecelakaan pada medis ini
mengandung suatu-unsur-yang tidak-dapat dipersalahkan, tidak dapat dicegah, dan
dapat terjadi tanpa dapat diduga sebelumnya.*®

Dari pengertian malapraktik dan risiko medik tersebut, maka seorang
Dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh

pasiennya melalui gugatan ke pengadilan, dan pasien tersebut dapat menggugat atas

dasar PMH, asalkan seluruh unsur-unsur PMH-nya telah terpenuhi. Dokter dan

13 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga
Melakukan Medikal Malapraktik, (Bandung: Karya Putra Darwanti, 2012) hal. 149

14 1bid., hal. 23-24
15 Syahrul Machmud, Op.Cit., hal. 1



rumah sakit harus menaati peraturan misalnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Konsumen, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu perkara PMH di bidang pelayanan medis dapat dilihat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT
tanggal 10 Mei 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari juncto Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3203K/Pdt/2017. Penggugat, yaitu Samat Ngadimin (‘“‘Penggugat”),
melawan drg. Yus Andjojo (“Tergugat”) yang merupakan dokter gigi yang
memberikan pelayanan medis kepada Penggugat. Penggugat menggugat Tergugat
karena PMH yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat
mengalami kerugian secara materiil maupun Kerugian immateriil. Penggugat
mendatangi klinik Tergugat yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok 1 Nomor
9/28, Jakarta Barat untuk melakukan pengobatan gigi.sekaligus melakukan implan
gigi. Selama Penggugat melakukan konsultasi dan.juga perawatan, Pengugat tidak
pernah memberikan-informed.consent secara tertulis kepada Tergugat.

Tergugat melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan
operasi bedah mulut di mana total operasi yang dilakukan yaitu sebanyak 5 (lima)
kali. Saat tindakan operasi implan gigi yang ke-4 (keempat) yang dilakukan pada
tanggal 02 April 2014, Penggugat sudah tidak merasakan adanya hasil positif. Pada
tanggal 25 Juli 2014 Penggugat dengan didampingi istrinya mendatangi Tergugat,

untuk menyampaikan hal tersebut dan dengan tegas meminta Tergugat untuk dapat



melakukan tindakan pertolongan dengan melakukan pembersihan gigi hasil implan
tanpa melakukan operasi lanjutan. Tergugat tetap memaksa untuk kembali
melakukan operasi implan gigi terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat
tengah mempraktikkan teknik implan gigi yang baru saja Tergugat pelajari selama
1 (satu) minggu di Italia. Setelah operasi implan tersebut, tepatnya tanggal 27 Juli
2014, timbul bau busuk pada gusi Penggugat, dan Penggugat mendatangi Tergugat
untuk meminta pertolongan.dan pertanggungjawaban. /Tergugat saat itu
mengatakan tidak apa-apa, dan meminta Penggugat untuk kembali lagi 2 (dua) hari
kemudian, yaitu tanggal 29 Juli 2014. Bahwa belum sampai pada tanggal yang
dimintakan, Penggugat telah merasakan sakit dan mencium bau busuk pada gusi
Penggugat, sehingga,pada tanggal 28 Juli'2014 Penggugat kembali mendatangi
Tergugat untuk meminta Tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan
terhadap gusinya tersebut, akan tetapi Tergugat hanya mengatakan tidak apa-apa
dan meminta Penggugat untuk kembali pada keesokan harinya. Bahwa keesokan
harinya, yakni tanggal 29 Juli 2014, Penggugat kembali mendatangi klinik Tergugat
untuk melakukan pengecekan-atas rasa sakit dan.-bau busuk yang timbul pada
giginya. Tergugat hanya kembali-mengatakan tidak apa-apa tanpa melakukan
pengecekan secara menyeluruh seperti CT scan dan lain-lain.

Bahwa setelah pertemuan tanggal 29 Juli 2014, kondisi gusi Penggugat
semakin parah bahkan, implan yang telah dipasangkan oleh Tergugat terlepas
dari gusi Penggugat, sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014, Penggugat kembali
mendatangi Tergugat di kliniknya dan meminta untuk membongkar hasil implan

gigi tersebut. Kemudian setelah Tergugat melakukan pemeriksaan atas keluhan

10



Penggugat tersebut, Tergugat kaget dengan hasilnya dan saat itu Tergugat langsung
membongkar implan gigi yang busuk tersebut. Pada saat pembongkaran gigi
Penggugat, baru diketahui bahwa ternyata sebelumnya Tergugat tanpa
sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, telah memasangkan implan pada gigi
lainnya yang juga ikut membusuk, sehingga juga harus ikut dibongkar.

Perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat
dengan tidak adanya informed.consent secara tertulis, merupakan perbuatan yang
bertentangan  dengan  Pasal 3 ayat (1) Permenkes = Nomor
290/MENKES/Per/111/2008 mengenai tindakan kedokteran yang mengandung
resiko tinggi maka, tindakan tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dan
ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan yang dalam hal ini yaitu
pasien atau keluarga pasien. Informed consent sangat penting disetujui oleh pasien
sebelum Dokter melakukan pelayanan medis. Adanya informed consent merupakan
suatu bukti yang dimiliki oleh Dokter sebelum melakukan pelayanan medis, dengan
memiliki informed consent, Dokter telah memiliki-wewenang untuk melakukan
pelayanan medis yang bersangkutan dengan tubuh.pasien.

Berdasarkan putusan.dari-—Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, maka gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak,
dengan pertimbangan bahwa tindakan operasi implan gigi tanpa adanya informed
consent secara tertulis yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor
290/MENKES/Per/111/2008 yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran
yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, tidak dapat dibuktikan

11



oleh Penggugat. Menurut pertimbangan hakim, Tergugat tidak terbukti melakukan
pelanggaran, karena tindakan medis pemasangan implan adalah termasuk kedalam
tindakan operasi kecil (bedah minor) yang tidak berisiko tinggi yang dapat
membahayakan keselamatan/kesehatan pasien, sehingga cukup dengan
mendapatkan persetujuan secara lisan. Kemudian Penggugat mengajukan banding
atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 Mei 2016, akan tetapi Pengadilan Tinggi
Jakarta memutuskan bahwa ternyata tidak cukup alasan untuk membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,
sehingga putusan tersebut kembali dikuatkan dengan diambil alih juga dijadikan
dasar oleh  Pengadilan Tinggi Jakarta dengan -~ Putusan = Nomor
669/PDT/2016/PT.DKI pada tanggal 27 Januari 2017, dan menyatakan bahwa
gugatan dari Pembanding yang semula adalah Penggugat ditolak.

Kemudian Pembanding yang semula adalah Penggugat mengajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi. 3203K/Pdt/2017, kemudian
Mahkamah Agung memutuskan -untukmengabulkansebagian gugatan dari
Pemohon Kasasi-yang-sebelumnya- Pembanding/Penggugat dan membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27
Januari juncto Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi
yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangan
yang cukup, di mana walaupun tindakan medis implan gigi merupakan tindakan

operasi kecil, tetapi para saksi, khususnya saksi Tegugat, mengatakan bahwa
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pemasangan implan merupakan tindakan yang penuh dengan risiko gagal. Oleh
sebab itu, maka tindakan dari Tergugat yang telah melakukan beberapa kali
tindakan medis, antara lain operasi pemasangan implan tanpa meminta informed
consent, merupakan tindakan kekurang hati-hatian dalam menjalankan profesinya
atau telah melakukan malapraktik, sehingga menjadikan tindakan operasi
pemasangan implan gigi oleh Tergugat kepada Penggugat dapat dikualifikasikan
sebagai PMH.

Selain mengajukan gugatan di pengadilan, Penggugat juga mengadukan
perkara kepada Konsil Kedokteran Indonesia (“KKI’). Bahwa dalam hal ini Konsil
Kedokteran ' Indonesia memutuskan bahwa Tergugat telah melanggar disiplin
profesi kedokteran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h,
huruf i, huruf j, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011
tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi yang mengakibatkan
dicabutnya Surat Tanda Registrasi (STR) milik drg.- Yus Andjojo atau Tergugat,
sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan praktik.kedokteran selama 12 (dua
belas) bulan, yaitu sejak tanggal-18-Juli 2016.hingga tanggal 18 Juli 2017.

Penegakan-hukum —perdata—akibat -PMH ~menarik bagi Penulis untuk
dianalisa sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran melalui mekanisme
perdata yang dilakukan oleh Penggugat atau Samat Ngadimin atas drg Yus Andjojo
sebagai Tergugat. Penggugat mengalami kerugian dan menginginkan
pertanggungjawaban dengan bentuk ganti rugi atas pengobatan gigi dan implan gigi
yang tidak sesuai harapan. Kemudian pengobatan dan implan gigi tersebut tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana dikatakan bahwa informed

13



consent diperlukan saat tindakan yang dilakukan oleh Dokter kepada pasiennya
menimbulkan risiko yang tinggi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas,
maka perlu dilakukan penelitian untuk meninjau apakah perbuatan Dokter yang
melanggar disiplin profesi dapat dijadikan dasar PMH, dan dijadikan skripsi yang
berjudul “TINJAUAN YURIDIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER GIGI (STUDI

PUTUSAN PERKARA NOMOR 3203K/Pdt/2017)”.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tindakan drg. Yus Andjojoyang melanggar disiplin profesi
kedokteran memenuhi unsur-unsur PMH sebagaimana Putusan Mahkamah
Agung Nomor 3203K/Pdt/2017?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum drg. Yus Andjojo sebagai konsekuensi
pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang dilakukannya sebagaimana dimuat

dalam Putusan Mahkamah-Agung Nomor 3203K/Pdt/2017?

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu diketahui tujuan
penelitian ini adalah:
1. Menganalisis pemenuhan unsur unsur perbuautan melawan hukum dan

penerapan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203K/Pdt /2017.
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2. Menganalisis pertanggungjawaban yang diberikan oleh drg. Andjojo pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203K/Pdt /2017 dapat memenuhi unsur

keadilan.

14  Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini,yaitu:
1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau
bahan pustaka secara lebih mendalam lagi bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang Hukum Perdata, khususnya yang terkait dengan PMH dalam hal
medis di Indonesia.
1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan-dapat memberikan tambahan informasi dan
masukan bagi pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para
peneliti, dan masyarakat, dalam hal "ini Dokter untuk lebih hati-hati dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani-masyarakat.

1.5  Sistematika Penulisan
Sistematika yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah merupakan
garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab

dengan rincian sebagai berikut:
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BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini, akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, sistematika penulisan dari penelitian tentang PMH di
Indonesia dalam bidang medis

BAB Il TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian mengenai pengaturan
tenaga medik, pengertian malapraktik, pengertian, risiko medis, dan
pengertian informed consent.

BAB 11l METODE PENELITIAN
Dalam bab ini, akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan
bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan yang
digunakan dalam.penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab analisis, Penulis akan menguraikan 2 (dua) hal penting yang
relevan dengan permasalahan, yaitu menganalisis_penegakan hukum atas
PMH melalui penyelesaian Sengketa pada Putusan Nomor 3203K/Pdt/2017.

BAB V KESIMPULAN DAN.SARAN
Isi bab ini adalah kesimpulan dan hasil analisis yang dibahas mulai dari Bab
1 (satu). Selain itu, Penulis juga akan memberikan saran yang relevan

dengan permasalahan.
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